
K E P A L A 
BADAN PELINDUNGAN 

P E K E R J A MIGRAN INDONESIA 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 260 TAHUN 2023 

TENTANG 
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 

DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k member ikan j a m i n a n sosial bagi Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri d i l ingkungan Badan 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia, d iper lukan 
pengaturan kepesertaan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan 
bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri d i 
l ingkungan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a, per lu menetapkan Keputusan Kepala 
Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia tentang 
Kepesertaan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri d i L ingkungan Badan 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
J a m i n a n Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program J a m i n a n Kecelakaan Kerja dan 
Jam inan Kematian (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 
J a m i n a n Kecelakaan Kerja dan Jam inan Kematian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
2 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6427); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 T a h u n 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 6264); 

5. Peraturan Presiden Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Badan 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 263); 

6. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); 

7. Peraturan Menter i Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja, Jam inan Kematian, dan Jam inan Har i 
Tua (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 
247); 

8. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pelayanan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 
598); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG KEPESERTAAN 
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI 
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN 
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri d i l ingkungan Badan 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wajib 
d ida f tarkan sebagai peserta da lam program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan J a m i n a n Kematian (JKM) pada 
Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Tata cara pendaftaran kepesertaan, pelaporan dan penetapan 
j a m i n a n , serta pemberian manfaat program JKK dan J K M 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Besaran i u r a n program JKK dan J K M sebagaimana d imaksud 
da lam D i k t u m KESATU terd i r i atas: 
a. i u r a n program JKK sebesar 0.24% (nol koma dua p u l u h 

empat persen); dan 
b. i u r a n program J K M sebesar 0.30% (nol koma tiga p u l u h 

persen), 
dar i u p a h setiap bu lan yang di tanggung oleh BP2MI. 



Pembayaran i u r a n program JKK dan J K M bagi Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri d ibebankan pada BP2MI selaku 
pemberi kerja dengan ketentuan: 
a. DIPA Petikan Sekretaris Utama u n t u k Pegawai Pemerintah 

Non Pegawai Negeri yang d i tempatkan d i Pusat; dan 
b. DIPA Petikan BP3MI u n t u k Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri yang d i tempatkan d i BP3MI. 

Mekanisme pembayaran i u r a n sebagaimana d imaksud dalam 
D i k t u m KEEMPAT d i l akukan dengan mekanisme Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Keputusan i n i mu l a i ber laku sejak tanggal d i te tapkan. 

Di te tapkan d i Jakar ta 
pada tanggal 16 J u n i 2023 

KEPALA 
BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

IK INDONESIA, 


